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ABSTRACT 
     Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap tari tradisonal bedayan malang dalam perspektif hak cipta. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah adaah Bagaimana perlindungan hukum seni tradisional bedayan malang menurut Undang-undang Hak Cipta? dan Apa Peran Peraturan Daerah yang Terhadap Perlindungan tari tradisonal Bedayan Malang?. Penelitian ini menggunakan peneitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan bahan hukum . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya suatu perlindungan hukum yang melindungi Tari Tradisional. Bedayan Malang sebagai suatu ide yang telah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tercantum di bahwa Hak Cipta Melindungi Perwujudan Ide Bukan Ide Itu Sendiri dan Hak Cipta Tidak Memerlukan Pendaftaran Untuk Mendapatkannya.
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ABSTRAK 
     In this thesis, the author raises the issue of raising the issue of legal protection against the traditional dance of Bedayan Malang in the perspective of copyright. This paper raises the formulation of the problem, namely How is the legal protection of the traditional art of Bedayan Malang according to the Copyright Act? and What is the Role of Regional Regulations Against the Protection of the Malang Bedaya traditional dance?. This study uses a normative juridical research using a law approach and a conceptual approach. Collecting legal materials through literature study with legal materials. The purpose of this study was to analyze the existence of a legal protection that protects Traditional Dance. Bedaya Malang as an idea that has been poured into a real form. Legal Protection Copyright on traditional Bedayaan Malang Dance is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is stated in that Copyright Protects the Embodiment of Idea Not Idea Itself and Copyright Does Not Require Registration To Get It.
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PENDAHULUAN 
     Aktivitas bisnis di Indonesia telah meningkat seiring dengan berkembangnya globalisasi. Adanya organisasi ekonomi ASEAN telah memberikan kesempatan bagi para anggota untuk bersaing dengan cara yang cukup mudah.  Tampaknya pemerintah Indonesia menetapkan arah politik hukum yang bersifat terbuka bagi praktik bisnis dan investasi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah izin atas prosedur mendirikan dan melaksanakan usaha baik bagi pengusaha dalam negeri maupun luar negeri adalah contoh nyata adanya berkembangan bisnis di Indonesia.
     Pelaku bisnis dan produk adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan pelaku bisnis adalah meraup keuntungan dan memantapkan posisi agar bisnis tersebut mempuyai profil dalam pasar bisnis. Makan dengan adanya profil yang baik tersebut akan tercipta trust atau rasa percaya dari masyarakat untuk menggunakan produk dari pelaku usaha ataupun produsen yang bonafide. Selanjutnya, dalam mempertahankan eksistensi dalam membentuk perusahaan yang high profile atau bereputasi tinggi tentunya pelaku usaha memproduksi produk yang unggul dan banyak diminati guna meninggalkan kesan yang mendalam bagi para konsumen. Kesan yang baik dan mendalam tersebut akan menimbulkan kesetian konsumen terhadap pelaku usaha atas produk-produk dari pelaku usaha tersebut.
       Dengan terus meningkatnya pelaku usaha pada pelaku bisnis pabrik/factory maupun industri yang identik dengan produksi massal dengan menggunakan mesin/teknologi. Pelaku usaha meliputi para pekerja seni, penulis, maupun pendidikan yang dalam melakukan kan dengan cara memproduksi suatu hal yang dapat menghasilkan baik berupa lagu, buku, maupun kreasi di bidang pendidikan dan dapat mengasilkan keuntungan komersial. Hasil karya  produksi seperti seni, sastra, pendidikan termasuk produk buatan pabrik maupun prosedur produksi yang mutakhir tentunya perlu di lindungi. Alasan kreasi-kreasi tersebut perlu dilindungi adalah karena proses untuk mengasilkan karya atau proses tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan di hasilkan dengan energi, waktu, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sepatutnya bagi penghasil karya/kreasi tersebut menerima maanfaat atas ciptaanya tersebut ketika produk yang ia hasilkan di manfaat kan oleh orang lain.
     Hasil dari intelektualitas yang dapat bernilai ekonomi perlu adanya perlindungan guna memberikan rasa keadilan bagi pemiliknya. Hukum di Indonesia hadil untuk memberikan perlindungan hukum bagi hasil-hasil kaya intelektualitas tersebut guna dimanfaatkan dan disertai adanya perlindungan hukum. 
     Kekayaan Intelektual yang disalahgunakan pihak lain akan berdampak kerugian bagi pemiliknya. Karena itu, perlu adanya peraturan dalam menegakkan perlangaran hukum terhadap HKI. Perkembangan global yang pesat, maka upaya tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat Internasional, karena hal itu akan menghasilkan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya perlindunga HKI. Maka, akan menghasilkan konvensi-konvensi internasional yang akan menjadi pedoman bagi negara lain dalam menegakkan perlindungan bagi HKI. Oleh karena itu dibentuklah Wordl Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi internasional ini berguna untuk mengurus masalah HKI internasional.
     Salah satu khas tarian daerah kota Malang adalah tari bedayan, tarian tersebut mempunyai arti yang mengisyaratkan keterbukaan dan perlakuan istimewa kepada tamu, dimana tari tersebut diharapkan bisa mendatangkan keberkahan.
     Tari bedayan sendiri dibawakan oleh sembilan penari dengan peran dan julukan yang berbeda-beda. Setiap penari mempunyai ciri khas yang berbeda-beda namun tetap selaras dalam suatu gerakan tari tersebut. Antara lain, Apit ngajeng, Apit Meneng, Apit Wingking, Batak, Buncit, Dada, Endel, Endel Weton, dan Gulu.
     Tari bedayan disukai karena gerakan tarian yang lemas gemulai dengan formasi yang teratur dan didukung oleh iringan musik alunan Jawa, sehingga membuat para penonton yang menyaksikan merasakan emosi dari tarian yang dibawakan. Estitika dalam tarian ini pun dibawakan dengan kostum baju dodot dengan property selendang dan rias paes ageng yang memukau.
     Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk seni tari tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang dit  urunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi menurut i Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014).
     Aktivitas bisnis di Indonesia telah meningkat seiring dengan berkembangnya globalisasi. Adanya organisasi ekonomi ASEAN telah memberikan kesempatan bagi para anggota untuk bersaing dengan cara yang cukup mudah.  Tampaknya pemerintah Indonesia menetapkan arah politik hukum yang bersifat terbuka bagi praktik bisnis dan investasi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah izin atas prosedur mendirikan dan melaksanakan usaha baik bagi pengusaha dalam negeri maupun luar negeri adalah contoh nyata adanya berkembangan bisnis di Indonesia.
     Pelaku bisnis dan produk adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan pelaku bisnis adalah meraup keuntungan dan memantapkan posisi agar bisnis tersebut mempuyai profil dalam pasar bisnis. Makan dengan adanya profil yang baik tersebut akan tercipta trust atau rasa percaya dari masyarakat untuk menggunakan produk dari pelaku usaha ataupun produsen yang bonafide. Selanjutnya, dalam mempertahankan eksistensi dalam membentuk perusahaan yang high profile atau bereputasi tinggi tentunya pelaku usaha memproduksi produk yang unggul dan banyak diminati guna meninggalkan kesan yang mendalam bagi para konsumen. Kesan yang baik dan mendalam tersebut akan menimbulkan kesetian konsumen terhadap pelaku usaha atas produk-produk dari pelaku usaha tersebut.
       Dengan terus meningkatnya pelaku usaha pada pelaku bisnis pabrik/factory maupun industri yang identik dengan produksi massal dengan menggunakan mesin/teknologi. Pelaku usaha meliputi para pekerja seni, penulis, maupun pendidikan yang dalam melakukan kan dengan cara memproduksi suatu hal yang dapat menghasilkan baik berupa lagu, buku, maupun kreasi di bidang pendidikan dan dapat mengasilkan keuntungan komersial. Hasil karya  produksi seperti seni, sastra, pendidikan termasuk produk buatan pabrik maupun prosedur produksi yang mutakhir tentunya perlu di lindungi. Alasan kreasi-kreasi tersebut perlu dilindungi adalah karena proses untuk mengasilkan karya atau proses tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan di hasilkan dengan energi, waktu, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sepatutnya bagi penghasil karya/kreasi tersebut menerima maanfaat atas ciptaanya tersebut ketika produk yang ia hasilkan di manfaat kan oleh orang lain.
     Hasil dari intelektualitas yang dapat bernilai ekonomi perlu adanya perlindungan guna memberikan rasa keadilan bagi pemiliknya. Hukum di Indonesia hadil untuk memberikan perlindungan hukum bagi hasil-hasil kaya intelektualitas tersebut guna dimanfaatkan dan disertai adanya perlindungan hukum. 
     Kekayaan Intelektual yang disalahgunakan pihak lain akan berdampak kerugian bagi pemiliknya. Karena itu, perlu adanya peraturan dalam menegakkan perlangaran hukum terhadap HKI. Perkembangan global yang pesat, maka upaya tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat Internasional, karena hal itu akan menghasilkan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya perlindunga HKI. Maka, akan menghasilkan konvensi-konvensi internasional yang akan menjadi pedoman bagi negara lain dalam menegakkan perlindungan bagi HKI. Oleh karena itu dibentuklah Wordl Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi internasional ini berguna untuk mengurus masalah HKI internasional.
     Salah satu khas tarian daerah kota Malang adalah tari bedayan, tarian tersebut mempunyai arti yang mengisyaratkan keterbukaan dan perlakuan istimewa kepada tamu, dimana tari tersebut diharapkan bisa mendatangkan keberkahan.
     Tari bedayan sendiri dibawakan oleh sembilan penari dengan peran dan julukan yang berbeda-beda. Setiap penari mempunyai ciri khas yang berbeda-beda namun tetap selaras dalam suatu gerakan tari tersebut. Antara lain, Apit ngajeng, Apit Meneng, Apit Wingking, Batak, Buncit, Dada, Endel, Endel Weton, dan Gulu.
     Tari bedayan disukai karena gerakan tarian yang lemas gemulai dengan formasi yang teratur dan didukung oleh iringan musik alunan Jawa, sehingga membuat para penonton yang menyaksikan merasakan emosi dari tarian yang dibawakan. Estitika dalam tarian ini pun dibawakan dengan kostum baju dodot dengan property selendang dan rias paes ageng yang memukau.
     Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk seni tari tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang dit  urunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi menurut i Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014).

PEMBAHASAN 
A. Bagaimana Perlindungan Hukum Seni Tari Tradsional Bedayan di Kota Malang Dalam Perspektif Hak Cipta?
Hak Cipta merupakan suatu ciptaan yang berkaitan dengan kepemilikan. Kepemilikan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan siapa subjek hukum dari atas suatu ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta disebut sebagai Pencipta.
     Disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan imajinasi, pikiran, keterampilan, kecekatan maupun keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”
     Dalam pasal ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “pemegang Hak Cipta yaitu Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.”
     Berdasarkan pernyataan pasal 1 dan 2 angka 4 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa subjek hukum atas suatu ciptaan adalah pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. dengan ini, secara otomatis pemegang hak cipta atas suatu ciptaan itu yakni si pencipta itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hak cipta menjadi subjek hukumnya adalah individu sang pencipta sendiri (manusia/orang) dan badan hukum yang dengan jelas diketahui sebagai pemegang atau pemilik hak atas suatu ciptaan.
     konskuensi hukum atas suatu ciptaan tersebut jika dilakukan oleh perseorangan akan lebih sederhana jika dibandikan dengan proses terciptanya dilakukan oleh beberapa pihak yang berada di bawah naungan suatu badan hukum atau organisasi. Apabila hal tersebut terjadi maka demikian akan lebih baik jika sebelumnya terlebih diatur dalam suatu perjanjian khusus dan rinci terhadap karyawan yang berperan dalam proses penciptaan karya tersebut. 
     Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, menyebutkan:
1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
 a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
b.Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, atas ceramah yang tidak mengggunakan bahan tertulis dan tidak adanya pemberitahuan atas atas siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.
 Atas penjelasan diatas menjelaskan bahwa Hak Cipta pada dasarnya tidak semata-mata diperoleh karena pendaftaran, tetapi karena adanya sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar yang sebagaimana dimaksud dalam kentetuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenaranya, hakim beerwenang dalam menentukan pencipta yang sebernarnya berdasarkan pembuktian tersebut. 
     Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa klafisikasi seorang pencipta yakni “jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai Pencipta iala yang memimpin maupun mengawasi penyelesain atas suatu ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, maka yang dianggap sebagai pencipta iala orang yang menghimpunya dengan maksud tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagain Ciptaan itu.”
     Atas penjelasan diatas menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hal bagian tersendiri, seperti suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri tersebut dapat lepas atau tidak berkaitan dengan penjelasan seri sebelumnya, demekian pula dengan buku, yang isi setiap bagian dapat dipisahkan dari sisi bagian yang lain.
     Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa klafisikasi seseorang pencipta yang berkerja secara berkelompok, yakni “jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang dan dapat diwujudkan maupun dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan dan pimpinan orang yang merancang, maka Penciptanya yakni orang yang merancang Ciptaan tersebut.”
     Rancangan yang dimaksud yakni suatu gagasan yang dapat berupa kata atau gambar maupun dengan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang telah direncanakan oleh pemilik rancanagan. Oleh karena itu, perancangan bisa disebut Pencipta, apabila rancangan tersebut dalam proses pembuatanya dikerjakan secara detail dan rinci menurut desain yang sudah ditentukan dan tidak semata-mata gagasan atau ide saja. Selanjutnya, yang dimaksud berada dibawah pengawasan dan pimpinan yaitu yang dilakukan dengan pengarahan, bimbingan, maupun koreksi yang sumbernya dari orang yang memiliki rancangan tersebut. 
     Dari pemaparan diatas menjelaskan menegenai batasan seorang Pencipta, yang mana jelas terlihat bahwa seorang Pencipta merupakan pihak yang berperan besar dalam melahirkan suatu Ciptaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta meneranngkan batasan mengenai Ciptaan. Pengertian atas Ciptaan itu sendiri terdapat didalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Batasan atas Ciptaan yang dimaksud dalam bunyi pasal tersebut hanyala ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Sehingga berakibat jika adanya ciptaan yang berada di luar bidang tersebut maka tidak dapat dikategorikan Ciptaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
     Secara jelas didalam pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berisi pengaturan Ciptaan yang dilindungi. Dalam bab tinjauan pustaka sebelumnya sudah penulis singgung tentang Objek Hak Cipta dalam pengaturan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
     Selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mejelasakan atas batasan beberapa ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta walaupun Ciptaan tersebut berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahun, sastra dan seni. Batasan-batasan tersebut tercantum didalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
     Pengertian Hak Cipta sendiri tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturang Perundang-undangan yang berlaku.”
     Jika diamati dari peengertian dan penjelasn Hak Cipta di atas, maka dapat ditentukan unsur-unsur Hak Cipta yakni:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegang hak cipta dan/ atau bagi pencipta;
2. Untuk memperbanyak atau memgumumkan ciptaanya;
3. Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
4. Tanpa mengurangi adanya pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     Yang dimaksud hak eksklusif yang dimaksudkan diatas ialah hak yang semata-mata dapat diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang berhak memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya ijin pemegangnya. Dalam pengertian “memperbanyak atau mengumumkan”, termasuk dalam kegiatan menerjemakan, mengaransemen, mengadaptasi, menjual, mewujudkan, meminjamkan, menyewakan, memamerkan, mengimpor, menyiarkan, mempertontonkan kepada publik, merekan dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana dan cara apapunn. Dalam kententuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta, memaparkan Ciri-ciri dari Hak Cipta. 
     Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Hak Cipta memiliki ciri dan sifat sebagai benda bergerak yakni dapat beralih maupun diahlikan. Meskipun dapat beralih dan diahlikan Hak Cipta tersebut tidak dapat dilakukan serta merta secara lisan, melainkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris. Bentuk atas pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan melalui hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab-sebab lainnya yang kebenarranya diakui oleh peraturan perundang-undangan. Untuk sebab peralihan yang terakhir dalam keterangan pasal 16 ayat (2) angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan contoh pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetep. 
     Tujuan dari Hak Cipta itu sendiri yakni untuk memberikan sebuah penghargaan (reward) untuk si pencipta dan tujuan inilah yang disebut dengan hak moral. Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem hukum civil law system yang menggunakan titik tolak pengaturan Hak Cipta ini dari si Pencipta. [footnoteRef:1] Yang secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur mengenai hak-hak dari si Pencipta yang dalam hal-hal tertentu terdapat suatu pembatasan, yang berkaitan dengan pihak-pihak lain yang berperan dalam proses terciptanya karya cipta tersebut. Ciliv Law System mempunyai syarat adanya keaslian (originality) dan kreatifitas (creativity) dengan tingkat yang sangat tinggi dalam ranah sebuah ciptaan, sehingga hal itu memcerminkan kepribadian yang tercetak. Hak pencipta yang mencakup hak moral dan hak eksklusif.  [1:  Rahmi Jened, (2007), Hak Kekayaan Intelektual Penyalagunaan Hak Ekslusif, Surabaya: Airlangga Press. h.58 ] 

     Atas dasarnya prinsip-prinsip yang melekat pada Hak Cipta, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut lagi kaitannya dengan sebuah karya seni tradisional yakni Tari Tradisional Bedayan Malang seebagai salah satu ciptaan tradisional (floklor) yang berbeda dengan ciptaam pada umunya.
     Tari Tradisional Bedayan Malang ini merupakan suatu ciptaan yang merupakan hasil kebudayaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Malang, yang menjadi milik bersama sehingga Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Ketentuan akan hal ini diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.”
     Gagasan dalam mengunakan rezim Hak Cipta sebagai salah satu alat guna melindungi folklor sepertinya akan menghadapi banyak kendala. Upaya dalam memanfaatkan rezim HKI guna melindungi folklor paling jauh hanya dapat dilakukan guna melindungi eskpresi folklor, misalnya tari tradisional, desain tradisional seperti “batik sidomukti” yang berasal dari jawa dan lainnya. Hal ini sesuai dengan adanya sisitem perlindungan yang diberikan oleh Hak Cipta yang hanya melindungi kreatifitas yang telah dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti buku (tulisan), cassate dan CD (musik atau lagu), film dan lainnya. Hak Cipta pun tidak dapat digunakan untuk melindungi ide yang belum dituangkan dalam bentuk tertentu.
     Guna melindungi folklor dan hasil kebudayaan karya ciptaan rakyat, pemerintah dapat menecegah atas adanya manapoli atau komersialisasi tanpa adanya ijin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta, kententuan ini berfungsi sebagai antisipati atas adanya tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor merupakan sebagai sekumpulan Ciptaan tradsional, baik yang dibuat oleh sekelompok dan/ atau dibuat oleh perorangan di dalam masyarakat, yang dapat menunjukan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun termurun.
     Di dalam kententuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menegenai Hak Cipta dan penjelasannya bahwa negara dalam konteks ini iala Pemerintah Indonesia menjadi pemegang Hak Cipta Atas Folkor dan hasil kebudayaan rakyat Indonesia. Karena hal ini folklor dan hasil dan hasil kebudayaan rakyat Indonesia sudah tidak dapat diketahui siapa Penciptanya, sebagai dapat dijadikan milik bersama. Selain dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta atas folklor tersebut negara juga mempunyai kewajiban atas perlindungan ciptaan-ciptaan tersebut dari adanya tindakan monopoli atau komersialisasi dan perusakan nilai budaya yang dilakukan oleh pihak asing. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini yakni tidak menjelaskanlebih lanjut tentang hal tersebut.
     Sebelumnya di awal telah disebutkan bahwa Hak Cipta melindungi perwujudan ide bukan ide itu sendiri. Perwujudan ide ini merupakan titik sentral dari perlindungan Hak Cipta itu sendiri. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang bisa dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing sering disebut dengan fixation.
     Apabila penjelasan ini dikaitan dengan Tari Tradisional Bedayan Malang sebagai bentuk folklor, bahwa juga dapat diakui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya. Yang secara Eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
     Terkait dengan sistem pendaftaran ciptaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini akan menjadi sangat sulit bila kita melihat ketentuan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara, di antaranya adalah: karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, khususnya dalam penelitian skripsi ini adalah Tari Tradisional Bedayan Malang.
     Pada kenyataannya di lapangan, Tari Tradisional Bedayan Malang yang merupakan suatu aset budaya daerah masih belum didaftarkan. Meskipun sebenarnya di dalam Hak Cpta ini sendiri tidak menggunakan asas first to file sendiri masih ada kemungkinan terjadi sengketa kepemilikan Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang
     Hingga saat ini negara kita Indonesia masih belum mempunyai sistem nasional pendaftaran kebudayaan. Hal ini dikemukakan di dalam Focussed Group Discusion bertajuk Sistem Nasional Pendaftaran Kekayaan Budaya di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada tahun 2011 lalu. Diskusi digelar karena hingga sekarang ini Indonesia belum memiliki sistem pendaftaran kekayaan budaya baik di tingkat daerah maupun nasional. Sistem ini diperlukan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran unsur kebudayaan yang sangat beragam dan besar jumlahnya di wilayah Nusantara. Selain itu Unesco sebagai badan dunia di bidang kebudayaan telah mengingatkan negara-negara anggotanya untuk segera mendaftarkan karya budayanya masing-masing untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atas pengakuan hak milik.[footnoteRef:2] [2:  Kekayaan Budaya Indonesia Bisa Hilang Jika Tak Didaftar, Kompas, 12 April 2012] 

     Pendapat berikutnya yang endukung hal di atas adalah pendapat dari Ir Arry Ardanta Sigit, dari Direktorat HKI Depkumham mengatakan, keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya, telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial. Sayangnya, inventarisasi/ pendokumentasian mengenai kekayaan tersebut masih terbatas, tersebar, belum terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Karena itu, perlu kiranya dipertimbangkan adanya sistem perlindungan yang memadai, sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat, ujarnya.[footnoteRef:3] [3:  Sistem Nasional Pendaftran Kekayaan Budaya, Kompas, 11 April 2013] 

     Hak Cipta bersifat orisinil dan pribadi, dimana Hak Cipta lahir dengan adanya ekspresi seseorang atau beberapa orang Pencipta yang khas. Dalam hal ini dipaparkan bahwa konsep yang berlaku di Indonesia iala adanya “Ciptaan yang bersifat pribadi” yang mana dalam negara bersifat civil law disebut dengan naturan person. Akan tetapi hal ini tidak terdapat di dalam sebagian folklor yang terdapat di Indonesia, karena selama ini folklor tumbuh, muncul, dan berkembang dalam sebuah masyarakat komunal, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai hak milik individu tertentu. 
     Dalam sistem Hak Cipta yang menjadi unsur utamanya dalam perlindungan hukumnya adalah yang disebut dengan Pencipta. Sedangkan folklor yang hingga saat ini yang dikenal sebagai suatu bentuk tradisi milik bersama tanpa ada yang mampu untuk menkualifikasi dan mengetahui siapa Penciptanya. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perlindungan Hak Cipta ini tidak dapat diimplementasikan secara penuh dalam perlindungan terhadap folklor.
     Menurut Rahmi Jened seperti yang diungkapkan oleh Marselina Dorkas Gah di dalam tesisnya menyatakan bahwa:[footnoteRef:4]“Konsep civil law sebagaimana yang diwarisi oleh Indonesia mensyaratkan bahwa ciptaan yang dilindungi Hak Cipa harus merupakan kreasi intelektual yang bersifat pribadi (personal intelectual creation) sebagai suatu tanda kepribadian yang tercetak (a mark of personality of the creator of the work or an impoint of personality).” [4:  Marselina Dorkas Gah, Tesis Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2012. Hlm.64  ] 

     Ungkapan di atas menggambarkan dan menanggapi tentang individualitas Pencipta yang ada di dalam suatu ciptaan. Hal ini tidak terdapat di dalam folklor Indonesia, Tari Tradisional Bedayan Malang termasuk di dalamnya. Tari Tradisional Bedayan Malang ini sudah berlangsung dari masa ke masa yang telah diajarkan atau ditlarkan secara turun temurun oleh masyarakat Malang. Hal ini senada pula dengan pedapat James Danandjaja, seorang asli folklor Indonesia, yang dikutip oleh Marselina Dorkas Gah dalam tulisan tesisnya yang menyatakan bahwa beberapa karakteristik folklor yaitu folklor disebarkan dia antara kelompok tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi) dan juga folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertetu. Hal ini disebabkan karena Pencipta yang pertama sudah tidak diketahui lagi sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya. Hasil karya cipta seni ini terus dilakukan dan dipertunjukkan oleh beberapa kelompok paguyuba seni di Malang hingga saat ini dan sudah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia sehingga Hak Ciptanya dipegang oleh Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
     Bila kita melihat ketentuan di dalam article 2 (3) Konvensi Berne yang menyatakan bahwa “Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.”
     Ketentuan Konvensi Berne ini mempunyai arti bahwa Terjemahan, adaptasi, pengaturan musik dan perubahan lain karya kesusasteraan atau kesenian akan dilindungi sebagai karya-karya asli tanpa merugikan hak cipta dalam karya asli. Berdasarkan ketentuan ini pula dapat kita lihat bahwa keaslian merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi suatu keharusan yang ditampilkan dalam sebuah ciptaan.
     Menurut Arif Lutviansory[footnoteRef:5], originalitas mengenai folklor terdiri dari dua aspek, yaitu aspek subjek pencipta dan dari objek ciptaan. Dalam aspek Pencipta sudah pasti tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang orisinil atau memenuhi syarat keaslian, karena generasi penerus folklor hanya meneruskna keberlanjutan folklor tersebut tanpa mempunyai satu unsur kebaruan yang dapat dijadikan sebagai satu bentuk keaslian dari suatu ciptaan tersebut. Kemudian dari sisi objek ciptaan, unsur keaslian ini berada dalam konsep “bentu yang khas”, maka satu folklor yang ada masih dimungkinkan memiliki perbedaan dengan hasil folklor yang lain. [5:  Arif Lutviansory, Study Kritis Tentang Sistem Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya tulis yang disertakan dalam kompetisi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) Tahun 2009, 2009. Hlm. 105] 

     Apabila kita kaitkan dengan keberadaan folklor Tari Tradisional Bedayan Malang, ditinjau dari sudut aspek subjek maka, kepemilikan atas folklor ini berlangsung secara turun temurun yang selalu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hal ini kemudian yang menyebabkan satu bentuk kebudayaan yang selalu tetap memiliki kesamaan dari segi kreasi ciptaan dan cenderung tidak berubah dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, meskipun perkembangan zaman semakin berubah dari tiap generasi.
     Dengan demikian, generasi penerus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pencipta aslinya, demikian pula dengan ciptaannya. Ciptaan yang ada pada masa generasi penerus ini tidak memiliki unsur keaslian melainkan sebagai upaya melakukan reproduksi dalam rangka menjaga atau melestarikan warisan nenek moyang tersebut. Sehingga beradasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konteks keaslian ini yang dimiliki dalam sebuah karya intelektual merupakan sebuah esensi dan hanya dapat dimiliki oleh si pemilik (owner) atau si Pencipta secara langsung. Oleh karena itu dalam hal folklor yang tidak diketahui siapa Penciptanya maka tidak dapat dimasukkan unsur keaslian tersebut.
     Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berikutnya adalah tentang jangka waktu perlindungan yang terbatas. Perlindungan yang terbatas ini sesuai dengan salah satu sifat dari HKI sediri yaitu memberikan monopoli terbatas kepada para pemegang hak tersebut. Apabila jangka waktu perlindungan hukum terhadap ciptaan itu telah habis atau berakhir maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum. Konsekuensi dari berakhirnya perlindungan hukum ini adalah setiap orang boleh menggunakan ciptaan tersebut tanpa harus meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta tersebut atau tanpa harus membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan tersebut.
     Jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak Cipta ini di atur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan terbagi ke dalam 4 jenis perlindungan hukum, diantaranya adalah:
1. Jenis perlindungan hukum terhadap ciptaan yang berupa buku, pamflet, semua karya tulis, drama atau drama musikal, tari koreografi, segala bentuk seni lagu atau musik, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai, jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya adalah selama hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
2. Jenis perlindungan hukum terhadap ciptaan yang berupa program komputer, sinematografi, fotografi, , database, karya hasil pengalihwujudan, jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya adalah selama 50 (lima puluh) tahun setelah diumumkan.
3. Jenis perlindungan hukum terhadap folklor, hasil kebudayaan rakyat, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya tidak mempunyai batas waktu
4. Jenis perlindungan hukum terhadap ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitanya, jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diketahui umum.
     Untuk Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang ataupun dilaksanakan oleh Negara di atur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang jangka waktu perlindungan hukumnya tidak terbatas dan ketentuan pasal 59 huruf (j) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang jangka waktu perlindungannya selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
     Dari ketentuan di atas ini memberikan penjelasan bahwa Negara tidak mempunyai kewajiban untuk meberikan perlindungan hukum Hak Cipta apabila telah melewati batas waktu 50 (lima puluh) tahun. Karena berdasarkan ketentuan tersebut suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dianggap bahwa pencipta tersebut telah meninggal dunia dan perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan tersebut hanya tersisa 50 (lima puluh) tahun saja terhitung sejak meninggalnya si Pencipta. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum jangka waktu perlindungan hukum atas suatu ciptaan selama 50 (lima puluh) tahun dan juga untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya harus ada batas waktunya.
     Perlindungan hukum berikutnya adalah pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda. Hal ini berkaitan dengan penggunaan hak ekonomi dari ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam bentuk kegiatan perbanyakan atau pengumuman sebuah ciptaan. Sebagai contoh adalah dalam pembelian sebuah ciptaan lagu baik dalam bentuk CD atau kaset oleh seorang konsumen, tidak secara otomatis mengalihkan hak ekonomi ciptaan tersebut dari pemegang hak ciptanya kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa pembelian ciptaan itu hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak bersifat komersial. Tindakan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan oleh konsumen akan melanggar hak cipta pemiliknya jika dilakukan tanpa seijin pemegang hak cipta tersebut. Pembayaran royalti yang wajib dilakukan oleh pemilik industri hiburan seperti pub, hotel, karaoke, atau restoran kepada Yayasan Karya Cipta merupakan pelaksanaan dari perlindungan hukum dalam prinsip ini.
     Apabila kita kaitkan dengan keberadaan Tari Tradisional Bedayan Malang yang merupakan suatu folklor ini, bahwa termasuk folklor karena termasuk ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya, oleh karena itu Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan lain dipegang oleh oleh Negara (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Secara umum dan khusus berdasarkan ketentuan tersebut karya cipta Tari Tradisional Bedayan Malang ini hak ciptanya dipegang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Kemudian berdasarkan ketetuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak karya seni Tari Tradisional Bedayan Malang ini demi kepentingan daerahnya. 
     Namun dalam praktek di lapangan, hak eksklusif ini belum sepeuhnya dirasakan oleh masayarakat Banyuwangi yang Hak Ciptanya dipegang oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banyuwangi ini. Hal ini disebabkan karena belum adanya suatu bentuk perlindungan yang efektif untuk melindungi ciptaan tradisional yang dimiliki secara kolektif atau yang bersifat komunal, berbeda dengan bentuk perlindungan terhadap ciptaan pada umumnya.
     Perlindungan hukum berikutnya adalah perlindungan hukum Hak Cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. Mengingat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menggunakan asas first to file, menjadi sangat penting perlindungan hukum ini karena mengatur sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta sebuah negara dapat diberlakukan kepada warga negara asing. Secara umum Undang-Undang Hak Cipta suatu negara akan diberlakukan terhadap ciptaan warga negara asing jika Ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan di sebuah negara atau negara dimana warga negara itu berasal menandatangani sebuah konvensi internasional yang sama dengan sebuah negara. 
     Perlindungan hukum ini sama dengan prinsip national treatment yang terdapat di dalam article 5 ayat (1) dan (2) Konvensi Berne yang menyatakan bahwa:
Article 5
1. Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.
2. The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.
     Pencipta akan menikmati, sehubungan dengan pekerjaan yang mereka dilindungi di bawah Konvensi ini, di negara-negara anggota selain negara asal, hak-hak yang di atur dalam undang-undang masing-masing negara yang mereka lakukan sekarang atau mungkin selanjutnya memberikan kepada warga negara mereka, serta hak-hak khusus diberikan oleh Konvensi ini. Kemudian kenikmatan dan pelaksanaan hak ini tidak akan tunduk pada setiap formalitas; seperti kenikmatan dan seperti latihan akan independen dari keberadaan perlindungan di negara asal pekerjaan. Akibatnya, terpisah dari ketentuan-ketentuan konvensi ini, tingkat perlindungan, serta cara redress diberikan kepada penulis untuk melindungi hak-haknya, harus diatur secara eksklusif oleh hukum dari negara di mana perlindungan yang diklaim.
     Apabila perlindungan hukum ini dikaitkan dan diterapkan dalam ciptaan tradisional yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat maka tidak akan terasa pas, karena sangat tidak mungkin sekali apabila karya budaya yang ada dalam suatu Negara dihasilkan oleh orang asing, tetapi oleh warga Negara penghasil dan pemilik kebudayaan tersebut, apalagi mengenai ciptaan-ciptaan yang telah lama ada dalam masyarakat suatu Negara dalam jangka waktu yang panjang dan terus dipelihara dari generasi ke generasi.
     Perlidungan hukum berikutnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pasal-pasal pidana yang terdapat di dalamnya bersifat delik biasa. Perlindungan hukum ini tidak seperti cabang-cabang HKI yang lain, pelanggaran Hak Cipta dikategorikan sebagai delik biasa di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini. Dalam hal ini para penyidik adalah Polisi dengan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak secara aktif di dalam melindungi ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain.
     Terkait dengan Tari Tradisional Bedayan Malang yang termasuk sebgai salah satu folklor, hingga saat ini masi belum ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai aspek-aspek hukum pidana daam rangka melindungi ciptaan tradisional yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional ”
     Gagasan dalam menggunakana rezim Hak Cipta sebagai salah satu alat guna melindunggi folklore sepertinya menimbulkan banyak kendala. Upaya dalam menggunakan 
     Menurut Ari Julianto Gema , dalam prakteknya tindak pidana hak cipta tidak tepat dimasukkan dalam kategori delik biasa.Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta harus diubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Menurutnya tiga alasan mengapa dia berpendapat demikian. Pertama, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak ciptanyalah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang asli tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tidak mungkin aparat penegak hukum dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut. Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengetahui dengan pasti bahwa suatu pihak telah melanggar hak ciptanya karena tidak memiliki izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ketiga, dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, sering kali pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan secara damai di luar pengadilan. Namun, karena tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, seringkali aparat penegak hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terus melanjutkan proses hukum pidana meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar hak ciptanya dengan pihak yang melanggar hak cipta. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.[footnoteRef:6] [6:  Gema, A. J., Tindak Pidana Hak Cipta, Lebih Baik Delik Biasa atau Delik Aduan, blogspot.com, 23 April 2013] 

     Bila dikaitkan dengan Tari Tradisional Bedayan Malang yang merupakan salah satu folklor yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, apabila menggunakan delik biasa ini maka tidak dapat diterapkan. Karena dalam pemegang Hak Ciptanya tidak diketahui siapa penciptanya. Selain itu bukti kepemilikan Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang ini tidak ada. Pendataan atas Karya Cipta Tradisional oleh Negara pun bemlum memenuhi untuk mendata kepemilikan aset komunal daerah yang merupakan ciri khas dan karakter tiap-tiap daerah di Indonesia.
     Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perlindungan hukum yang terdapat di dalamnya dapat diimplementasikan secara tepat dalam Tari Tradisional Bedayan Malang sebagai bagian dari folklor seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan karakteristik antara folklor atau ciptaan tradisional dengan ciptaan pada umumnya, selain itu juga masih belum adanya instrumen hukum baik secara internasional maupun nasional yang bersifat mengikat mengenai perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan tradisional.
     Tari tradisional bedayan Malang merupan suatu tarian jawa klasik yang berasal dari kraton. Tari bedayan Malang adalah tarian sakral yang turun temurun dianggap sebagai pusaka kraton. Menurut Soedarso (1972: 60) menyatakan bahwasanya tari bedayan yaitu sebuah komposisi tarian yang dibawakan oleh sembilan orang yang terdiri penari putri. Walaupun tarian ini memiliki arti dan cerita tersendiri, akan tetapi dalam pelaksaan nya tarian ini tidak menggunakan dialog, bahkan cerita ini mempunyai simbol yang dalam. 


B. Apa Peran Peraturan Daerah Terhadap Perlindungan Tari Tradisional di Kota Malang?
Tari Bedayan kerap digunakan sebagai tarian penyambutan. Tari Bedayan ini mengandung makna keterbukaan diri dan kesederhanaan yang merupakan penggambaran sifat dan sikap keterbukaan masyarakat Malang yang diungkapkan melalui kesederhanaan dan lugas.
     Tari bedayan merupakan tarian tradisional yang merupakan ritual yang duluannya dipakai untuk berperang namun dengan seiring berkembangnya zaman fungsi dari tarian tersebut sering di tampilakn pada acara-acara adat. Ada beberapa indikator yang dipakai dalam melestarikan tarian cakalele yaitu (1) peran pemerintah dalam bentuk perlindungan (2) peran pemerintah dalam pemanfaatan (3) peran pemerintah dalam pengembangan
     Tari Bedayan tergolong tarian yang memiliki makna cerita yang bersifat historis maupun mistis, dan dibawakan dengan gerak-gerak yang begitu simbolis dan halus sehingga dapat mudah dipahami isi simbol atas tarian tersebut.
     Tari Bedayan merupakan tarian yang bertujuan untuk menyambut kedatangan tamu. Tari tradisional memiliki makna keterbukaan diri dan kesederhanaan. Hal tersebut menggambarkan sifat dan sikap masyarakat Malang pada umumnya yang terbuka, sederhana dan lugas.
     Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mempunyai sejumlah peraturan daerah. Peraturan Daerah dapat disebut dengan istilah perda. Peraturan daerah berwenang dalam mengatur masalah lingkungan hidup, administrasi, pendidikan, ketertiban, sosial dan lain-lain. Peraturan daerah pada dasarnya terikat atas kepentingan masyarakat. Proses pembuatan atas peraturan daerah melalui beberapa tahap. Tahap awal penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut. Masalah yang dimaksud yakni masalah-masalah publik maupun sosial. Pada umumnya masalah sosial dapat di bedakan menjadi 2 jenis yakni: 
1. Masalah sosial yang terjadi karna adanya perilaku didalam masyarakat yang bermasalah. Contonya dengan banyak nya perjudian maupun peredaran minuman keras didalam masyarakat sehingga kehidupan di masyarakat tergangu.
2. Masalah sosial yang terjadi karna adanya aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarkat saat ini. Contohnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti.
     Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “perintah daerah adalah penyelengara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Repbuplik Indonesia Tahun 1945.”
     Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memaparkan bahwasanya tiap-tipa daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Otonomi daerah iala hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat dari konsep otonomi daerah didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dimuat didalam pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa “Urusan Pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang nyata ada dan berpotensi guna meningkatkan kesejateraan masyarakat sesuai dengan kondisi , kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.”
     Mengenai Hak tiap-tiap Pemer Daerah diatur di dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk kewajiban tiap-tiap Pemerintahan Daerah diatur di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
[bookmark: _Hlk91789631]     Pengertian bahwa pemerintah daerah sangat berpengaruh untuk mendukung dan berperan dalam memajukan daerahnya yang berasal dari kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan daya saing daerah yang berdampak pada mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerahnya, sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu dengan adanya perlindungan HKI yang memiliki fungsi untuk memajukan suatu daerah dengan asset yang dimilikinya, maka diharapkan pemerintah daerah dapat merespon maksud dari perlindungan HKI yang disesuaikan dengan konsep otonomi daerah agar aset daerah dapat dipergunakan dengan semestinya dan seoptimal mungkin dan terlindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan dari produk unggulan tersebut dengan itikad yang tidak baik yang dapat memperlambat kesejahteraan masyaemprakat setempat.
     Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan HKI terhadap produk unggulan daerah merupakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka menumbuhkembangkan potensi keanekaragaman daerah.
 Bila dikaitkan dengan judul tulisan skripsi ini, perlindungan hukum hak cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang selain dilindungi oleh UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seharusnya juga dilidungi oleh suatu peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten . Hal ini dikarenakan bahwa Tari Tradisional Bedayan Malang ini sudah merupakan aset yang dimiliki oleh daerah. Hal ini juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 huruf d UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas bahwa hak dari tiap daerah untuk mengelola kekayaan daerah. Tari Tradisional Bedayan Malang ini merupakan salah satu kekayaan daerah yang mempunyai potensi luar biasa, hingga saat ini telah dikenal di seluruh Indonesia maupun di luar negeri.
[bookmark: _Hlk91787239]     Kelemahan dari perlindungan hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang ini yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah bukti kepemilikan atas Hak Cipta tersebut. Meskipun dengan jelas disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta atas folklor adalah Negara, namun ketika adanya suatu pelanggaran hak Cipta tersebut akan sangat sulit untuk membuktikannya. Selain itu juga hak ekonomi yang seharusnya diterima dan dirasakan pemegang Hak Cipta tidak akan tersalurkan secara maksimal.
[bookmark: _Hlk91787102]     Bila kita bandingkan dengan ciptaan yang Hak Ciptanya tidak dipegang oleh Negara maka si pemegang Hak Cipta bisa langsung menerima dan menikmati hak ekonomi dari cipaannya tersebut, karena kepemilikan atas Hak Cipta tersebut sudah secara jelas terbukti dengan didaftarkannya Ciptaan tersebut dan didapatnya lisensi atas Hak Cipta tersebut. Sehingga apabila terjadi pelanggaran atas Hak Cipta tersebut sudah mempunyai bukti yang jelas siapa pemegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut. Lain halnya dengan Hak Cipta atas folklor yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara.
     Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah Malang ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar kelompok-kelompok kesenian Tari Tradisional Bedayan Malang ini semakin berkembang dan pelestarian budaya asli Malanh yang berupa Tari Tradisional Bedayan Malang ini juga berjalan dan tidak mudah untuk diklaim oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memang meberikan perlindungan Hak Cipta atas Tari Bedayan Malang dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1), akan tetapi jika memang dipegang oleh Negara maka seharusnya royalti atau hak ekonomi yang terdapat di dalamnya dikembalikan kepada daerah yang memiliki aset tersebut. Hal ini akan membantu untuk pengembangan dan pelestariannya. Jika ada suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang akan lebih memberi perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut. Selain itu juga royalti yang diperoleh atas Tari Tradisional Bedayan Malang tersebut dapat langsung disalurkan kepada para kelompok kesenian Tari Tradisional Bedayan Malang yang masih memegang pakem atau aturan urutan dalam tari tradisional bedayan Malang.
     Terkait  ekspresi  budaya  teradisional  daerah  memerlukan  peran  yang  sangat penuh  terhadap  perlindungan  hasil  dari  karya  budaya  daerah  dengan  cara  melakukan penggalian, pendaftaran dan pengumuman pada karya budaya daerah tersebut. Ekspresi budaya  tradisional  menjadi  perhatian  orang  karena  kedudukannya  yang  memiliki  nilai budaya (cultural value) dan nilai manfaat (utilitarian value) khususnya bagi masyarakat dimana produk budaya itu berasal.[footnoteRef:7] [7:  Zulkifli, Perlindungan   Hukum   Atas   Ekspresi   Budaya   Tradisional,     Disertasi,   Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hal. 156] 

     Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  karya  cipta  daerah  sebagai bentuk  perlindungan  dan  menjaga  karya  cipta  daerah  dengan  melalui  cara  inventarisasi secara  keseluruhan  baik  itu  karya  cipta  yang  belum  terdaftar, pencipta  yang  meninggal dunia maupun tidak dikethuinya pencipta. Bentuk Inventarisasi (dokumentasi)atas karya cipta   daerahmerupakan   kegiatandalam   melakukanpendataan   atassuatu karya seseorang  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  budaya, dengan  adanyadata  tersebut karya  cipta  daerah  darimasyarakat  dapatterinventarisir. Inventarisasi  sendiri  dapat dilakukan   dalam   berbagaibentuk,   di   antaranya   adalah   penerbitan   inventarisasipengetahuan  yang  tertulis dalam  hal  ini berbentuk  bukuyang  merangkum  segala  karya cipta yang ada di daerah itu sendiri, atau juga berupainventarisasi dengan menggunakan komputer.

[bookmark: _Hlk91787325]KESIMPULAN 
     Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimulkan dalam penulisan skripsi ini bahwa:
1. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tercantum di dalamnya antara lain yakni termuat didalam pasal 1 ayat (3) bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selain itu seni tari tradisonal bedayan Malang adalah ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya sehingga tari tersebut dipegang oleh negara. Tari Tradisional Bedayan Malang ini merupakan suatu ciptaan yang merupakan hasil kebudayaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Malang, yang menjadi milik bersama sehingga Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Ketentuan akan hal ini diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.”
2. Pengaturan terhadap perlindungan karya cipta daerah yang diamanatkan dalam Undan-undang hak cipta dan peraturan daerah demi melindungi karya cipta atau ekspresi budaya yang lahir di daerah itu sendiri, terkait pengaturan perlindungan hak cipta dalam konteks perlindungan karya cipta daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah.

SARAN 
1. [bookmark: _Hlk91787550]Dalam perlindungan hukum Hak Cipta atas folklor sebaiknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang folklor yang lebih tepat sasaran agar folklor yang merupakan jati diri Negara Indonesia ini dapat terlindungi seutuhnya dan juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.
2. Selain itu juga dibutuhkan suatu sistem informasi database untuk mendata seluruh kekayaan budaya asli aset komunal daerah, sehingga aset budaya tersebut tetap dapat dilestarikan.
3. Peran Pemerintah Daerah utuk melindungi aset komunal daerahnya sangat diperlukan agar kelestarian budaya tersebut tetap berjalan dan budaya tersebut juga akan semakin berkembang di masyarakat. Salah satu sarana yang tepat adalah dengan membentuk suatu Peraturan Daerah yang melindungi aset komunal dari daerah tersebut.
4. Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:
a) Menyatakan bahwa Tari Tradisional Bedayan Malang merupakan aset budaya daerah Malang;
b) Perlindungan terhadap kostum penari Tari Tradisional Bedayan Malang;
c) Perlindungan terhadap urutan pementasan Tari Bedayan Malang;
d) Perlindungan terhadap syair-syair atau gendhing yang dibawakan pada saat pementasan;
e) Pengaturan tentang pembayaran royalti;
1. Kurangnya kesadaran hukum bagi para Pencipta atas adanya Perlindungan hukum Hak Ciptanya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hendaknya bagi Pencipta lebih baik untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan perlindungan secara hukum Hak Cipta yang diperolehnya.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk semakin ditingkatkan.

Saran berisikan rekomendasi dari Penulis. Saran dapat dibuat dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk penomoran.
DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti. H.1
Abdul Atsar,(2018), Mengenal lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jilid I, Yogyakarta: CV Budi Utama 
Arif Lutviansory, Study Kritis Tentang Sistem Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya tulis yang disertakan dalam kompetisi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) Tahun 2009, 2009. Hlm. 105

Muhammad Djumhanan R. Djubaedillah, (2014), Hak Milik Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti
Soerjono Soekant dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif,Jakarta:Rajagrafindo Persada
  Suyud Margono, (2015), Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: Pustaka Reka Cipta
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Rahmi Jened, (2007), Hak Kekayaan Intelektual Penyalagunaan Hak Ekslusif, Surabaya: Airlangga Press. h.58
Sistem Nasional Pendaftran Kekayaan Budaya, Kompas, 11 April 2013
Marselina Dorkas Gah, Tesis Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya  Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2012. Hlm.64  


Peraturan Perundang-Undangan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Peraturan Pemerintah 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.



